
BUPATI BANYUASIN 
PROVINSI SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI BANYUASIN 
NOMOR 9 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 
NOMOR 207 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI 

APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2020 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUASIN, 
a. bahwa memperhatikan surat persetujuan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 900/ 147 /Keuda tanggal 17 Januari 2020 hal 
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada ASN 
Daerah Tahun Anggaran 2020, maka perlu dilakukan 
perubahan terhadap Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 207 
Tahun 2019 ten tang Tambahan Penghasilan Pegawai ASN 
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 
Anggaran 2020; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati. tentang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 207 Tahun 2019. 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4181); 

2 . Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

3 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan {Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

5. Undang . .. 
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5 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan 
Fungsional Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 354 7) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5121); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4018) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4194); 

9 . Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5161); 

10.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3093); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Pedoman Analisis Behan Kerja di Lingkungan 
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 

14. Peraturan . .. 
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14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan 
Tunjangan Kinerja Bagi Kementerian/Lembaga; 

15.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Evaluasi Jabatan; 

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 ten tang Pedoman 
Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil; 

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Daerah; 

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 ten tang 
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil 
di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

20. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Nomor KEP/61/M.PAN/6/2004 tentang 
Pelaksanaan Analisis Jabatan; 

Negara 
Pedoman 

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 
2019 ten tang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri 
Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil 
Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah; Peraturan Kepala 
Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang 
Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil; 

22. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tetang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah {Lembaran Daerah 
Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 
063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Banyuasin Tahun 2018 Nomor 11); 

23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin 
Tahun 2019 Nomor 7) . 

24. Peraturan Bupati Nomor 133 Tahun 2018 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Banyuasin 
(Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 
Nomor 133); 

25. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 ten tang Peta Jabatan 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita 
Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 37); 

26. Peraturan . .. 



Menetapkan 
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26. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 ten tang Hari dan 
Jam Kerja serta Sistem Kehadiran Elektronik Pegawai di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah 
Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 61); 

27.Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita 
Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 80 ); 

28. Peraturan Bupati Nomor 186 Tahun 2019 ten tang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Banyuasin Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten 
Banyuasin Tahun 2019 Nomor 186 ). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI NOMOR 207 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN 
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 
ANGGARAN 2020. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 
207 Tahun 2019 ten tang Tambahan Penghasilan Pegawai 
Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Banyuasin Tahun Anggaran 2020 (Serita Daerah Kabupaten 
Banyuasin Tahun 2019) diubah sebagai berikut: 

1. ketentuan Bagian Ketiga Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

Bagian Ketiga 
Prinsip 

Pasal 4 
Kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan bagi ASN 
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin berdasarkan 
prinsip: 

a . kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP 
mengutamakan landasan peraturan perundang-
undangan, kepatutan, dan keadilan; 

b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c . proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP 
mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban 
pegawai; 

d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP 
sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu 
sesuai dengan perencanaan kinerja yang diterapkan; 

e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian 
TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan 
untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran 
sebagai pegawai ASN secara menyeluruh; 

f. kesejahteraan ... 
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f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP 
diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN; 

g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai 
hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah 
Daerah; 

h. tertib dimaksudkan bahwa kebijakan TPP harus tertib 
administrasi, terukur dan sesuai prosedur; 

1. ekonomis dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus 
memberikan nilai tambah bag:i ASN untuk bekerja lebih 
fokus, bersemangat dan memiliki motivasi tinggi; 

J. transparan bahwa kebijakan TPP berlaku dan untuk 
diketahui oleh seluruh ASN dan masyarakat; 

k. bertanggung jawab dimasudkan bahwa pemberian TPP 
harus dapat dipertanggungjawabkan secara konsisten 
baik secara administrasi maupun secara objektif dan 
konkrit; 

1. kepatutan dimaksudkan bahwa besaran nominal TPP 
yang diterima harus sesuai dengan kelas jabatan dan 
tidak melebihi kelas jabatan di atasnya; dan 

m. manfaat untuk masyarakat dimaksudkan bahwa 
kebijakan TPP harus meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat secara prima di seluruh Perangkat Daerah di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin. 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin. 

Ditetapkan di Pangkalan Balai 
pad~ ~~al 20 Januari 2020 

~ -~ UASIN, 

BANYUASIN TAHUN 2020 


